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Abstrak : Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disahkan pada tahun 2020 di Indonesia dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan birokrasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, penerapan UU ini menuai kontroversi terkait dampaknya terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan. Di samping itu, pembiayaan mikro syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia serta untuk mengevaluasi strategi-strategi untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi fokus kajian secara mendalam. Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya. Data dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki potensi untuk memberikan akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan aksesibilitas layanan keuangan syariah, dan manajemen risiko. Strategi untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah meliputi peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, pengembangan sumber daya manusia, penegakan regulasi syariah, pengembangan produk dan layanan, serta kemitraan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.
Kata Kunci: Pembiayaan Mikro Syariah, UMKM, Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja.

Abstract: The Job Creation Law (UU Cipta Kerja) was passed in 2020 in Indonesia with the aim of simplifying regulations and bureaucracy to increase investment and job creation. However, the implementation of this law has sparked controversy regarding its impact on workers' rights and the environment. In addition, sharia microfinance in Indonesia faces challenges in supporting the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), such as low financial literacy and limited accessibility of sharia financial services. This research aims to analyze the potential and challenges of sharia microfinance in supporting the development of MSMEs in Indonesia and to evaluate strategies to increase the role of sharia microfinance. The research method used is literature study to explore the phenomenon that is the focus of the study in depth. Analysis is carried out on various written sources such as books, journal articles, research reports and other related documents. Data were analyzed descriptively and interpretively to identify patterns, themes and deep meaning. The results of the analysis show that sharia microfinancing has the potential to provide financial access that is inclusive and in accordance with sharia principles. However, there are still challenges such as low financial literacy, limited accessibility of Islamic financial services, and risk management. Strategies to increase the role of sharia microfinance include increasing financial literacy, developing sharia financial infrastructure, developing human resources, enforcing sharia regulations, developing products and services, as well as partnerships and collaboration between various stakeholders.
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Indonesia, yang dikenal juga sebagai Omnibus Law, disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. UU ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, penerapan undang-undang ini tidak lepas dari kontroversi, khususnya terkait dampaknya terhadap hak-hak pekerja, lingkungan, dan kepastian hukum (Trimulato et al., 2021).
Latar belakang penerapan UU Cipta Kerja didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menciptakan lapangan kerja baru di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Presiden Joko Widodo bersama tim ekonominya menyusun undang-undang ini dengan tujuan menyederhanakan berbagai peraturan yang tersebar di banyak sektor dan menghambat masuknya investasi. Sebelum disahkannya UU ini, peraturan yang tumpang tindih sering kali menghambat proses perizinan usaha dan investasi, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Pramono & Wahyuni, 2021).
Struktur UU Cipta Kerja mencakup 15 bab dan 186 pasal yang melingkupi berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, investasi, lingkungan hidup, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bagian yang paling kontroversial adalah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja mengubah ketentuan terkait upah minimum, pesangon, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pasal 88C, misalnya, mengatur bahwa gubernur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dapat ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pasal 81 poin 44 mengubah ketentuan mengenai pesangon, dimana pemberi kerja wajib memberikan pesangon sebesar 32 kali upah bulanan dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha mengenai beban biaya yang tinggi (Silalahi et al., 2022).
Pasal 81 poin 15 memperkenalkan fleksibilitas lebih dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), memperpanjang durasi maksimal PKWT dan memungkinkan perpanjangan tanpa batasan waktu yang ketat. Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan menarik lebih banyak investasi. Namun, serikat pekerja dan LSM menentang perubahan ini karena dianggap mengurangi kepastian kerja bagi pekerja. Di sektor lingkungan hidup, UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kini, penilaian AMDAL hanya diperlukan untuk proyek yang berpotensi besar dan penting terhadap lingkungan, sedangkan proyek dengan dampak yang lebih kecil hanya memerlukan pernyataan kesesuaian lingkungan. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan bagi proyek-proyek investasi. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan ada banyak proyek yang lolos dari pengawasan lingkungan yang ketat, yang dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan (Fajri & Zuliani, 2022).
Selain itu, UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme baru dalam pengelolaan limbah, dengan tujuan untuk memudahkan proses perizinan. Perubahan ini dianggap sebagai langkah positif untuk mendukung industri dalam pengelolaan limbah. Namun, ada kekhawatiran bahwa standar lingkungan dapat terabaikan demi mempercepat proses perizinan. Di bidang investasi dan perizinan usaha, UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini mengklasifikasikan jenis dan jumlah izin yang diperlukan untuk memulai usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut. Misalnya, usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan pendaftaran, sementara usaha dengan risiko tinggi tetap memerlukan perizinan yang lebih ketat. Sistem ini diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha, sehingga meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia (Solekha et al., 2021).
Salah satu dampak positif yang diharapkan dari UU Cipta Kerja adalah peningkatan investasi. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia meningkat sebesar 8% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total investasi mencapai Rp 900 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa ada peningkatan minat investor terhadap iklim investasi di Indonesia pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa UU Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan 2 juta lapangan kerja baru setiap tahun. Namun, realisasi lapangan kerja baru pada tahun 2021 hanya mencapai sekitar 1,2 juta, yang menunjukkan bahwa tantangan dalam penciptaan lapangan kerja masih signifikan. Di sisi lain, banyak serikat pekerja dan LSM menentang UU Cipta Kerja karena dianggap mengurangi hak-hak pekerja dan memperlemah perlindungan lingkungan. Sebuah survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 60% responden tidak setuju dengan pengurangan hak-hak pekerja yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Selain itu, banyak aktivis lingkungan yang khawatir bahwa penyederhanaan prosedur AMDAL dan perizinan lingkungan dapat mengarah pada degradasi lingkungan yang lebih parah (Syaifudin & Nuryanti, 2021).
UU Cipta Kerja juga menghadapi berbagai tantangan hukum. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan konstitusional. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa UU ini harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan dikeluarkan. Jika tidak, UU ini dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Putusan ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam proses legislasi UU Cipta Kerja, yang dapat mengancam keberlanjutan implementasi undang-undang ini (Rachmawati & Yasin, 2022).
Analisis lebih mendalam terhadap beberapa pasal penting dalam UU Cipta Kerja dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dan kontroversi yang dihadapi. Misalnya, pasal 81 yang mencakup perubahan signifikan pada UU Ketenagakerjaan, seperti aturan tentang upah minimum, pesangon, dan PKWT. Pasal 81 ayat (15) mengubah batasan durasi PKWT dari maksimal dua tahun menjadi lebih fleksibel, memungkinkan perpanjangan sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Sementara itu, pasal 22 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyederhanakan prosedur AMDAL, hanya memerlukan penilaian AMDAL untuk proyek yang berpotensi besar dan penting terhadap lingkungan, yang dapat mempercepat proses perizinan bagi proyek-proyek dengan dampak yang dianggap lebih kecil (Laili & Kusumaningtias, 2020).
UU Cipta Kerja merupakan langkah ambisius pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi (Candra, 2023). Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, undang-undang ini juga menghadapi kritik dan tantangan yang signifikan. Penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki implementasi UU Cipta Kerja guna memastikan bahwa tujuan awal undang-undang ini dapat tercapai tanpa mengorbankan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Dengan berbagai data dan analisis ini, diharapkan pembahasan mengenai UU Cipta Kerja menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Romaji, 2021).
Pembiayaan mikro syariah di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi perannya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Aryanti et al., 2022). Permasalahan utama meliputi rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, terbatasnya aksesibilitas layanan keuangan syariah terutama di daerah pedesaan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga keuangan syariah, serta tantangan dalam kepatuhan terhadap regulasi syariah yang sering kali masih belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, UMKM juga menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usaha mereka di tengah persaingan pasar yang ketat dan kondisi ekonomi yang fluktuatif (Lestari, 2021).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan pemanfaatan pembiayaan mikro syariah oleh UMKM, mengevaluasi efektivitas berbagai produk pembiayaan syariah dalam membantu UMKM berkembang, serta mengusulkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah dalam perekonomian nasional.
Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas mengenai pembiayaan syariah dan UMKM secara terpisah, masih terdapat kekurangan penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi interaksi antara pembiayaan mikro syariah dan pengembangan UMKM di Indonesia. Terutama, penelitian yang komprehensif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan mikro syariah, serta bagaimana keberhasilan berbagai inisiatif dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut masih sangat terbatas. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam dan holistik.
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Mengingat potensi besar yang dimiliki pembiayaan mikro syariah dalam menyediakan akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memahami dan mengatasi permasalahan yang ada menjadi sangat penting. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori dan praktik dalam bidang keuangan syariah dan UMKM, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM untuk memperbaiki ekosistem pembiayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORI 
Mikro Syariah
Mikro Syariah merupakan salah satu instrumen dalam sistem ekonomi syariah yang berfokus pada pembiayaan mikro untuk masyarakat kecil dan menengah yang biasanya tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Sistem ini diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan mengedepankan keadilan, transparansi, serta kesejahteraan sosial.
Salah satu bentuk Mikro Syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang merupakan lembaga keuangan mikro yang mengombinasikan fungsi baitul maal (lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) dengan fungsi baitul tamwil (lembaga yang menjalankan kegiatan usaha untuk meningkatkan ekonomi anggotanya). BMT berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena kurangnya agunan atau jaminan yang memadai.
Dalam praktiknya, pembiayaan Mikro Syariah menggunakan berbagai akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil usaha antara pemodal dan pengelola), musyarakah (kerjasama bagi hasil), serta qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Melalui skema ini, Mikro Syariah tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga pendampingan dan edukasi kepada para penerima pembiayaan untuk memastikan keberhasilan usaha mereka.
Keunggulan dari Mikro Syariah adalah kemampuannya untuk menjangkau masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, dengan menawarkan pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Mikro Syariah juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Namun, terdapat tantangan yang dihadapi oleh lembaga Mikro Syariah, seperti keterbatasan modal, manajemen risiko, dan regulasi yang masih perlu diperkuat. Untuk itu, dukungan dari pemerintah, komunitas, dan sektor swasta sangat diperlukan agar Mikro Syariah dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, Mikro Syariah dapat menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan.
UMKM
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran vital dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha yang dibedakan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan omset tahunan. Usaha mikro biasanya memiliki kurang dari lima karyawan dengan omset tahunan yang kecil, usaha kecil memiliki antara 5 hingga 19 karyawan, sementara usaha menengah memiliki antara 20 hingga 99 karyawan. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
UMKM memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perusahaan besar, seperti fleksibilitas operasional, kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, serta keterikatan yang erat dengan komunitas lokal. Keunggulan ini memungkinkan UMKM untuk mengisi ceruk pasar yang tidak dilayani oleh perusahaan besar dan menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Selain itu, UMKM sering kali berperan sebagai pemasok bagi perusahaan besar, sehingga menciptakan efek multiplier dalam perekonomian.
Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan modal kerja yang diperlukan untuk ekspansi karena persyaratan perbankan yang ketat dan kurangnya jaminan. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan manajemen modern sering kali membuat UMKM sulit bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan.

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi fokus kajian secara mendalam. Penelitian studi kepustakaan, atau dikenal juga sebagai kajian literatur, melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan mendetail, yang tidak hanya terbatas pada data statistik tetapi juga mencakup aspek-aspek subjektif dan kontekstual yang sering kali tidak terjangkau oleh metode kuantitatif. Penelitian studi kepustakaan kualitatif sering kali digunakan sebagai langkah awal untuk membangun kerangka teori atau sebagai landasan untuk penelitian lapangan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang topik yang dipelajari tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam bidang yang diteliti. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang ada, penelitian ini berupaya menawarkan pemahaman yang lebih mendalam dan integratif, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan studi selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sistem pembiayaan ini menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari riba dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, pembiayaan mikro syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini sangat penting mengingat banyaknya UMKM di Indonesia yang belum memiliki akses ke layanan perbankan formal, menjadikan pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen yang vital dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dengan menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM yang sering kali terabaikan oleh lembaga keuangan konvensional, pembiayaan mikro syariah juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan bisnis mereka.
Namun, meskipun memiliki potensi besar, pembiayaan mikro syariah juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara efektif dan optimal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang belum memahami konsep pembiayaan syariah, sehingga ragu atau tidak tertarik untuk memanfaatkan layanan ini. Tanpa pemahaman yang memadai tentang keuntungan dan mekanisme pembiayaan syariah, pelaku UMKM mungkin enggan untuk beralih dari sistem pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan minat mereka terhadap produk pembiayaan ini.
Aksesibilitas terhadap layanan pembiayaan mikro syariah juga masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Infrastruktur perbankan yang belum merata menjadi kendala dalam penyebaran layanan ini. Tanpa akses yang memadai, banyak pelaku UMKM di daerah terpencil yang tidak dapat memanfaatkan pembiayaan mikro syariah. Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan infrastruktur keuangan yang lebih merata dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM adalah solusi yang potensial. Teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih luas dan lebih mudah diakses, termasuk pembiayaan mikro syariah.
Selain itu, risiko pembiayaan, termasuk risiko gagal bayar, menjadi tantangan yang signifikan. Non-performing financing (NPF) bisa mempengaruhi stabilitas keuangan lembaga yang menyediakan pembiayaan mikro syariah. Manajemen risiko yang efektif adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih baik untuk mengurangi tingkat NPF, seperti dengan melakukan penilaian kredit yang lebih teliti dan memberikan pendampingan bisnis kepada pelaku UMKM, dapat membantu mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan kelangsungan pembiayaan mikro syariah.
Penelitian yang dilakukan oleh (Rafidah, 2023) dalam artikelnya “Indonesian Islamic Bank Return on Assets Analysis: Moderating Effect of Musyarakah Financing” menunjukkan bahwa musyarakah financing memiliki pengaruh signifikan terhadap return on assets (ROA) bank syariah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan prinsip syariah, seperti musyarakah, dapat meningkatkan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah dan, dengan demikian, mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan mikro syariah. Namun, non-performing financing masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan meningkatkan manajemen risiko dan alokasi dana yang lebih efisien.
Selain itu, artikel oleh (Nengsih et al., 2021) “Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri”, menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Implementasi CSR yang efektif dapat memperkuat hubungan antara bank syariah dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembiayaan mikro syariah. Dengan CSR yang baik, bank syariah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam layanan mereka.
Penelitian oleh (Usdeldi et al., 2022) dalam artikelnya “The Mediate Effect of Sharia Compliance on the Performance of Islamic Banking in Indonesia”, menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh mediasi yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Ini menegaskan pentingnya implementasi kepatuhan syariah yang ketat dalam meningkatkan kinerja finansial dan maqashid syariah, yang juga relevan dalam pembiayaan mikro syariah untuk UMKM. Dengan kepatuhan syariah yang kuat, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa semua transaksi dan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam layanan mereka.
Artikel lain oleh (Hardi et al., 2021) “Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School,” menunjukkan bagaimana filantropi dan aktivisme amal dapat mendukung keuangan sosial Islam yang berkelanjutan. Dalam pembiayaan mikro syariah, pendekatan ini dapat diterapkan untuk mendukung dana sosial yang dapat digunakan untuk membantu UMKM yang membutuhkan. Misalnya, dana wakaf atau dana sosial lainnya dapat diintegrasikan dengan program pembiayaan mikro syariah untuk memberikan modal awal bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka tanpa harus khawatir tentang pembayaran bunga atau biaya tinggi lainnya.
Terakhir, penelitian oleh (Indrawan et al., 2022) “The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student’s Purchase Intention Behavior on Halal Food,” menyoroti pentingnya kesadaran dan sikap terhadap produk halal dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini relevan dengan pembiayaan mikro syariah karena menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi masyarakat, termasuk dalam memilih layanan keuangan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah, lebih banyak pelaku UMKM mungkin akan tertarik untuk memanfaatkan layanan ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pengembangan UMKM.
Kesimpulannya, pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dengan adanya prinsip-prinsip syariah yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembiayaan mikro syariah dapat menjadi instrumen yang vital dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Namun, tantangan seperti literasi keuangan yang rendah, aksesibilitas layanan, dan manajemen risiko yang kurang efektif harus diatasi. Dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur, manajemen risiko yang efektif, penerapan CSR, dan kolaborasi dengan pemerintah, pembiayaan mikro syariah dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung pengembangan UMKM. Penelitian terkait menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti musyarakah financing, CSR, kepatuhan syariah, filantropi, dan kesadaran terhadap produk halal dapat berkontribusi positif terhadap kinerja lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan mikro syariah. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah tidak hanya berpotensi mendukung pengembangan UMKM, tetapi juga memperkuat ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan.
Dampak Pasal-Pasal Kunci dalam UU Cipta Kerja
Dampak Pasal-Pasal Kunci dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. UU ini, yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, bertujuan untuk merombak kerangka regulasi yang ada untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, implementasi UU ini tidak lepas dari kontroversi, khususnya terkait dengan hak-hak pekerja, lingkungan, dan kepastian hukum. Untuk memahami dampaknya secara menyeluruh, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap beberapa pasal kunci dalam UU Cipta Kerja.
Salah satu bagian yang paling kontroversial dari UU Cipta Kerja adalah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal-pasal terkait ketenagakerjaan mengubah ketentuan terkait upah minimum, pesangon, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pasal 88C, misalnya, mengatur bahwa gubernur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dapat ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja tentang kemungkinan penurunan upah minimum yang dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan mereka. Selain itu, pasal 81 poin 44 mengubah ketentuan mengenai pesangon, dimana pemberi kerja wajib memberikan pesangon sebesar 32 kali upah bulanan dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Perubahan ini dianggap merugikan pekerja karena mengurangi perlindungan terhadap mereka dalam situasi PHK.
Perubahan signifikan juga terjadi dalam ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pasal 81 poin 15 memperkenalkan fleksibilitas lebih dalam PKWT, memperpanjang durasi maksimal PKWT dan memungkinkan perpanjangan tanpa batasan waktu yang ketat. Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan menarik lebih banyak investasi. Namun, serikat pekerja dan LSM menentang perubahan ini karena dianggap mengurangi kepastian kerja bagi pekerja. Fleksibilitas yang lebih besar dalam PKWT dapat mengakibatkan penurunan stabilitas pekerjaan dan keamanan ekonomi bagi pekerja.
Di sektor lingkungan hidup, UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kini, penilaian AMDAL hanya diperlukan untuk proyek yang berpotensi besar dan penting terhadap lingkungan, sedangkan proyek dengan dampak yang lebih kecil hanya memerlukan pernyataan kesesuaian lingkungan. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan bagi proyek-proyek investasi. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan ada banyak proyek yang lolos dari pengawasan lingkungan yang ketat, yang dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan. Kecemasan juga muncul terkait dengan pengabaian aspek lingkungan yang lebih kecil namun mungkin penting, yang dapat mengarah pada degradasi lingkungan yang lebih lanjut.
Selain itu, UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme baru dalam pengelolaan limbah, dengan tujuan untuk memudahkan proses perizinan. Perubahan ini dianggap sebagai langkah positif untuk mendukung industri dalam pengelolaan limbah. Namun, ada kekhawatiran bahwa standar lingkungan dapat terabaikan demi mempercepat proses perizinan. Dengan mengurangi regulasi lingkungan, terdapat risiko bahwa perlindungan lingkungan tidak akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan proyek-proyek industri.
Di bidang investasi dan perizinan usaha, UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini mengklasifikasikan jenis dan jumlah izin yang diperlukan untuk memulai usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut. Misalnya, usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan pendaftaran, sementara usaha dengan risiko tinggi tetap memerlukan perizinan yang lebih ketat. Sistem ini diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha, sehingga meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Dengan memudahkan proses perizinan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha dan investasi di Indonesia.
Tentu, dampak dari UU Cipta Kerja tidaklah homogen dan tergantung pada sudut pandang yang diambil. Bagi pemerintah dan pengusaha, UU ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Namun, bagi serikat pekerja, LSM lingkungan, dan sebagian masyarakat sipil, UU ini dianggap sebagai ancaman terhadap hak-hak pekerja, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perdebatan terkait dengan implementasi dan dampak UU Cipta Kerja masih terus berlanjut, dan penting untuk terus memantau perkembangannya serta melakukan evaluasi mendalam terhadap konsekuensi jangka panjangnya bagi masyarakat Indonesia.


Potensi Pembiayaan Mikro Syariah dalam Mendukung UMKM
Pembiayaan Mikro Syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai instrumen dalam sistem ekonomi syariah, pembiayaan mikro syariah menawarkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga) dan penekanan pada keadilan, transparansi, serta kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pembiayaan mikro syariah yang umum adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang menggabungkan fungsi baitul maal (pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) dengan baitul tamwil (penyaluran dana ke dalam kegiatan usaha). Dengan demikian, BMT memainkan peran kunci dalam menyediakan akses pembiayaan kepada UMKM yang sering kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional.
Salah satu keunggulan utama pembiayaan mikro syariah adalah kemampuannya untuk menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. UMKM seringkali memiliki akses terbatas ke modal kerja karena kurangnya jaminan atau agunan yang memadai, sehingga sulit mendapatkan pinjaman dari bank-bank tradisional. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berdasarkan prinsip keadilan, pembiayaan mikro syariah mampu menjangkau UMKM yang lebih luas, termasuk di daerah pedesaan atau daerah terpencil yang sering kali diabaikan oleh lembaga keuangan konvensional.
Selain itu, pembiayaan mikro syariah juga menawarkan berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil usaha antara pemodal dan pengelola), musyarakah (kerjasama bagi hasil), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Melalui skema-skema ini, UMKM tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga pendampingan dan edukasi dari lembaga keuangan mikro syariah untuk memastikan keberhasilan usaha mereka.
Pembiayaan mikro syariah juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi UMKM karena fokusnya pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, pembiayaan mikro syariah mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Ini berarti bahwa UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah juga turut berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.
Namun, meskipun memiliki potensi besar, pembiayaan mikro syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka kurang memahami prinsip-prinsip dan mekanisme pembiayaan mikro syariah, sehingga kurang mampu memanfaatkannya secara optimal. Selain itu, aksesibilitas layanan keuangan syariah masih terbatas, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil, yang membuat UMKM sulit mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan.
Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga keuangan syariah. Untuk mengelola pembiayaan mikro syariah dengan baik, diperlukan SDM yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta keterampilan dalam manajemen risiko dan pengelolaan keuangan. Namun, kurangnya tenaga kerja yang berkualifikasi dalam bidang ini sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.
Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi syariah juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah, masih banyak lembaga keuangan mikro syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan otoritas pengawas keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.
Dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang ada, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM untuk bekerja sama dalam mengembangkan ekosistem pembiayaan mikro syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif seperti pelatihan literasi keuangan, peningkatan aksesibilitas layanan keuangan syariah, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualifikasi dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan mikro syariah. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah dapat terus menjadi pilar penting dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Tantangan yang Dihadapi oleh Pembiayaan Mikro Syariah
Pembiayaan Mikro Syariah, meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara optimal. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan mikro syariah:
1. Rendahnya Literasi Keuangan: Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka memiliki pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip dan mekanisme pembiayaan mikro syariah, sehingga kurang mampu memanfaatkannya secara optimal. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat UMKM dalam mengambil keputusan finansial yang tepat dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang tersedia.
2. Keterbatasan Aksesibilitas: Aksesibilitas layanan keuangan syariah masih terbatas, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Hal ini membuat UMKM sulit untuk mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan. Keterbatasan infrastruktur dan jaringan perbankan syariah menjadi kendala dalam menyediakan layanan keuangan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM di daerah-daerah terpencil.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga keuangan syariah untuk mengelola pembiayaan mikro syariah dengan baik. Namun, kurangnya tenaga kerja yang berkualifikasi dalam bidang ini sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang keuangan syariah menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini.
4. Kepatuhan terhadap Regulasi Syariah: Kepatuhan terhadap regulasi syariah juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah, masih banyak lembaga keuangan mikro syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan otoritas pengawas keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.
5. Manajemen Risiko: Manajemen risiko menjadi aspek penting dalam operasional pembiayaan mikro syariah. Mengingat karakteristik UMKM yang berisiko tinggi, lembaga keuangan mikro syariah perlu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengelola risiko kredit, operasional, dan likuiditas dengan baik. Tantangan dalam mengelola risiko ini dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah secara keseluruhan.
Dengan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan mikro syariah, pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM dapat bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Inisiatif seperti peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, pelatihan sumber daya manusia, penegakan regulasi syariah yang ketat, dan pengembangan sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu memperkuat pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen yang mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Strategi untuk Meningkatkan Peran Pembiayaan Mikro Syariah
Untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, diperlukan sejumlah strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan:
1. Peningkatan Literasi Keuangan: Salah satu langkah penting adalah meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Program pelatihan dan edukasi tentang prinsip-prinsip pembiayaan mikro syariah serta manfaat dan risiko yang terkait dapat membantu UMKM memahami lebih baik produk dan layanan keuangan yang tersedia. Peningkatan literasi keuangan akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas dan memanfaatkan pembiayaan mikro syariah secara lebih efektif.
2. Pengembangan Infrastruktur Keuangan Syariah: Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan syariah. Ini termasuk pembangunan kantor cabang perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah di daerah-daerah pedesaan atau terpencil yang masih memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan. Dengan meningkatkan aksesibilitas, UMKM akan lebih mudah mengakses pembiayaan mikro syariah yang mereka butuhkan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Diperlukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualifikasi di lembaga keuangan syariah. Program pelatihan dan pengembangan karir untuk tenaga kerja yang bekerja dalam bidang keuangan syariah dapat membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola pembiayaan mikro syariah dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada UMKM.
4. Penegakan Regulasi Syariah: Pemerintah dan otoritas pengawas keuangan perlu meningkatkan penegakan regulasi syariah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar. Ini termasuk audit reguler, inspeksi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi syariah. Penegakan yang ketat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan mikro syariah dan membantu membangun reputasi yang kuat untuk lembaga keuangan syariah.
5. Pengembangan Produk dan Layanan: Lembaga keuangan mikro syariah perlu terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM. Ini bisa mencakup pengembangan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan inovatif, serta penyediaan layanan pendukung seperti pelatihan kewirausahaan, konsultasi bisnis, dan mentorship. Produk dan layanan yang disesuaikan akan membantu UMKM dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja bisnis mereka.
6. Kemitraan dan Kolaborasi: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah juga penting untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah. Kemitraan yang kuat dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang kompleks dan meningkatkan efektivitas program-program yang diluncurkan. Misalnya, kemitraan antara lembaga keuangan mikro syariah dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam pelaksanaan program literasi keuangan di tingkat lokal.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif, diharapkan peran pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia dapat ditingkatkan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM serta perekonomian nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN
Dari analisis yang dilakukan terhadap potensi dan tantangan pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki peran penting dalam perekonomian dengan potensi untuk memberikan akses keuangan yang inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan aksesibilitas layanan keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kepatuhan terhadap regulasi syariah, dan manajemen risiko. Strategi untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah meliputi peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, pengembangan sumber daya manusia, penegakan regulasi syariah, pengembangan produk dan layanan, serta kemitraan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan strategi-strategi yang tepat, pembiayaan mikro syariah dapat berperan lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta perekonomian nasional secara keseluruhan.
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Abstrak :


 


Undang


-


Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disahkan pada tahun 2020 di Indonesia dengan tujuan 


menyederhanakan regulasi dan birokrasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. 


Namun, penerapan UU ini menuai kontroversi terkait dampaknya terhadap hak


-


hak pekerja dan lingkungan. 


Di samping itu, pembiayaan mikro syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mendukung 


pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti rendahnya literasi keuangan dan 


keterbatasan aksesibi


litas layanan keuangan syariah.


 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan 


tantangan pembiayaan mikro syariah dalam 


mendukung pengembangan UMKM di Indonesia serta untuk 


mengevaluasi strategi


-


strategi untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah.


 


Metode penelitian yang 


digunakan adalah studi kepustakaan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi fokus kajian secara 


mendalam. Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan 


penelitian, dan dokumen terkait lainnya. Data dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk 


mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang mendalam.


 


Ha


sil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan 


mikro syariah memiliki potensi untuk memberikan akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip


-


prinsip syariah. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan 


aksesibilitas layanan keuangan syariah, dan manajemen risiko. Strategi untuk meningkatkan peran 


pembiayaan mikro syariah meliputi peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan 


syariah, pengembangan sumber daya manusia, penegakan regulasi syariah, 


pengembangan produk dan 


layanan, serta kemitraan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.


 


Kata Kunci
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Pembiayaan Mikro Syariah
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UMKM


, 


Indonesia
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Undang


-


Undang Cipta Kerja
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Abstract


: 


The Job Creation Law (UU Cipta Kerja) was passed in 2020 in Indonesia with the aim of simplifying 


regulations and bureaucracy to increase investment and job creation. However, the implementation of this law 


has sparked controversy regarding its impact on workers' rights and the environment. In addition, sharia 


microfinance in Indonesia faces challenges in supporting the development of Micro, Small and Medium 


Enterprises (MSMEs), such as low financial literacy and limited accessibility of sharia financial se


rvices. This 


research aims to analyze the potential and challenges of sharia microfinance in supporting the development of 


MSMEs in Indonesia and to evaluate strategies to increase the role of sharia microfinance. The research 


method used is literature study to explore the phenomenon that is the focus of the study in depth. Analysis is 


carried out on various written sources such as books, journal articles, research reports and other related 


documents. Data were analyzed descriptively and interpretively to i


dentify patterns, themes and deep 


meaning. The results of the analysis show that sharia microfinancing has the potential to provide financial 


access that is inclusive and in accordance with sharia principles. However, there are still challenges such as 


low financial literacy, limited accessibility of Islamic financial services, and risk management. Strategies to 


increase the role of sharia microfinance include increasing financial literacy, developing sharia financial 


infrastructure, developing human resour


ces, enforcing sharia regulations, developing products and services, as 


well as partnerships and collaboration between various stakeholders.


 




POTENSI DAN TANTANGAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM MENDUKUNG  PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA   Aida Nour Amini 1 , Devi Kurnia Asih 2 , Fannydya Salsabila Maharany 3 ,   dan    Jelita Mutiara Rahayu 4   1 Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi   2 Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi   3 Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi   4 Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi   1 email:  aidanouramini645@gmail.com     Abstrak :   Undang - Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disahkan pada tahun 2020 di Indonesia dengan tujuan  menyederhanakan regulasi dan birokrasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.  Namun, penerapan UU ini menuai kontroversi terkait dampaknya terhadap hak - hak pekerja dan lingkungan.  Di samping itu, pembiayaan mikro syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mendukung  pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti rendahnya literasi keuangan dan  keterbatasan aksesibi litas layanan keuangan syariah.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan  tantangan pembiayaan mikro syariah dalam  mendukung pengembangan UMKM di Indonesia serta untuk  mengevaluasi strategi - strategi untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah.   Metode penelitian yang  digunakan adalah studi kepustakaan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi fokus kajian secara  mendalam. Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan  penelitian, dan dokumen terkait lainnya. Data dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk  mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang mendalam.   Ha sil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan  mikro syariah memiliki potensi untuk memberikan akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip - prinsip syariah. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan  aksesibilitas layanan keuangan syariah, dan manajemen risiko. Strategi untuk meningkatkan peran  pembiayaan mikro syariah meliputi peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan  syariah, pengembangan sumber daya manusia, penegakan regulasi syariah,  pengembangan produk dan  layanan, serta kemitraan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.   Kata Kunci :  Pembiayaan Mikro Syariah ,  UMKM ,  Indonesia ,  Undang - Undang Cipta Kerja .     Abstract :  The Job Creation Law (UU Cipta Kerja) was passed in 2020 in Indonesia with the aim of simplifying  regulations and bureaucracy to increase investment and job creation. However, the implementation of this law  has sparked controversy regarding its impact on workers' rights and the environment. In addition, sharia  microfinance in Indonesia faces challenges in supporting the development of Micro, Small and Medium  Enterprises (MSMEs), such as low financial literacy and limited accessibility of sharia financial se rvices. This  research aims to analyze the potential and challenges of sharia microfinance in supporting the development of  MSMEs in Indonesia and to evaluate strategies to increase the role of sharia microfinance. The research  method used is literature study to explore the phenomenon that is the focus of the study in depth. Analysis is  carried out on various written sources such as books, journal articles, research reports and other related  documents. Data were analyzed descriptively and interpretively to i dentify patterns, themes and deep  meaning. The results of the analysis show that sharia microfinancing has the potential to provide financial  access that is inclusive and in accordance with sharia principles. However, there are still challenges such as  low financial literacy, limited accessibility of Islamic financial services, and risk management. Strategies to  increase the role of sharia microfinance include increasing financial literacy, developing sharia financial  infrastructure, developing human resour ces, enforcing sharia regulations, developing products and services, as  well as partnerships and collaboration between various stakeholders.  

